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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO  

 

“Percayalah bahwa sesuatu itu bisa dilakukan. Jika Anda bersungguh-sungguh 

yakin bahwa sesuatu itu bisa dikerjakan maka pikiran Anda akan menemukan 

jalan untuk melakukan hal tersebut. Keyakinan akan menyediakan jalan 

mencapai solusi atas sestau hal.” 

- David J. Schwartz 

 

 

Penulisan Hukum ini, penulisan persembahan kepada :  

 

Ayah dan Ibu, 

Terima kasih untuk kesabaran dan do’a yang tidak pernah terputus, 

Serta kasih sayang yang tidak mungkin tergantikan 

Para Dosen yang telah membimbing penulis, 

Sahabat penulis yang selalu ada,  

Serta Almamater dan Bangsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul: “TINJAUAN KEPAILITAN KOPERASI DENGAN 

BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 

TAHUN 2022” Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan skripsi 

ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro 

Semarang. 

2. Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro Semarang. 

3. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana 

1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 

4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas segala 

bimbingan, bantuan, dan dukungannya dengan penuh kesabaran sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang 

membimbing dengan penuh kesabaran serta mendukung seluruh kelancaran 

dalam pembuatan skripsi sehingga skripsi dapat diselesaikan. 



vi 

 

6. Seluruh civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 

atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah 

di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 

7. Seluruh staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 

Semarang atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh 

kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 

8. Teman-teman selama Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Pracimantoro yang 

telah menemani dan telah memberikan dukungan kepada Penulis. 

9. Rekan-rekan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Pelayanan Rohani 

Mahasiswa Katolik. Terimakasih telah menjadi wadah pembelajaran bagi 

penulis untuk dapat berkembang dan berdinamika Bersama. Terima kasih atas 

Seluruh pengalamannya. 

10. Ayah, Ibu, dan adik yang terus mendo’akan tiada putus, mencurahkan kasih 

sayang kepada Penulis sehingga penulis dapat segera menyelesaikan studi dan 

penulisan skripsi. 

11. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebut satu per satu yang telah membantu, 

memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis selama proses 

penyelesaian skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung, Penulis 

mengucapkan terima kasih. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak jauh dari 

kesempurnaan dan kekurangan, akan tetapi Penulis berharap skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak, terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum. 

 



vii 

 

ABSTRAK 

Koperasi sebagai lembaga keuangan koperasi simpan pinjam dalam kegiatannya ini 

tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu gagal bayar yang menyebabkan 

koperasi sebagai objek kepailitan dan memiliki utang yang mana utang ini harus 

diselesaikan  melalui proses kepailitan. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai kepailitan terhadap koperasi, 

sehingga kepailitan koperasi tunduk dan mengikuti ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Banyaknya koperasi yang diajukan pailit, maka terbit Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan Permohonan 

Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi 

urusan pemerintahan di bidang perkoperasian dan permohonan pernyataan pailit 

dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap 

koperasi yang menjalankan usaha Lembaga keuangan mikro yang izinnya dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK. Sehingga dalam 

penelitian ini yang menjadi permasalahan yang menarik untuk dilakukan kajian 

lebih lanjut bagaimana pengaturan pailit terhadap koperasi dan bagaimana proses 

kepailitan terhadap koperasi. Dari rumusan permasalahan ini, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan pailit terhadap koperasi simpan 

pinjam dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan menggunakan kajian data primer yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan 

dan prosedur pailit terhadap koperasi ini tetap mengacu pada ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang serta pengajuan kepailitan terhadap koperasi dengan 

berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ini hanya dapat 

diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang 

perkoperasian dan permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha 

Lembaga keuangan mikro yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya 

dapat diajukan oleh OJK. 

 

Kata kunci : Koperasi, Kepailitan. 
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